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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam upaya mewujudkan  Pencapaian
Kesetaraan Gender sebagai salah satu target
Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs),
maka Pengarusutamaan Gender (PUG) harus
terintegrasi dalam perencanaan, . penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas suatu
kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan;
bahwa untuk mempercepat proses integrasi PUG perlu
ada Focal Point disetiap lembaga baik pemerintah
maupun non pemerintah yang bekerja secara sistematis,
komprehensif dan berkelanjutan dalam proses integrasi
dilingkungan kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Fecal Point
Pengarusutamaan Gender Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala
bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagazimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalaim Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
927);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 286);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan‘ Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 309);




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 13);

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
Nomor 22);

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 63);

13. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan  Nomor
53/1/Tahun 2020 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2020 dengan susunan Kkeanggotaan
sebagai berikut :

M0 MR R o
1 | Kepala Badan Pengarah
2 | Sekretaris Badan Penanggung Jawab
3 | Kasubag Program Ketua
4 | Kasubid Penegakan Hukum dan Sekretaris
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan




- KEDUDUKAN *
NO NAMA / JABA’I‘AN  DALAM TIM
5 | Hj. Amelia Putriadtya, SE Anggota
6 | Hariani Amiruddin Anggota
7 | Putri Aditya A. Husaini, SE., Ak Anggota
8 | Ulfa Nilasari, ST Anggota
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
a. mempromosikan pengarusutamaan gender;

. b. menfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan
penganggaran yang responsif gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi

pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan
staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Badan;

e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap

. kebijakan, program, dan kegiatan pada Badan

Pendapatan Daerah; dan

f. memfasilitasi penyusunan data gender pada Badan
Pendapatan Daerah dalam bentuk:
1) statistik Gender;
2) profil Gender; dan/atau
3) melengkapi data daring (online) pada sistem informasi

Gender dan anak.

KETIGA :  Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2020.

. KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 JTonuavy 2020

/{ KEPALA BADAN,

,Q H. SU [.\S.Sos, M.Si
Pangkat : Perr)bina Utama Muda
NIP. 19680821 199103 1 010

Tembusan:

Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan;

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
Pertinggal.
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f. memfasilitasi penyusunan data gender pada Badan
Pendapatan Daerah dalam bentuk:
1) statistik Gender;
2) profil Gender; dan/atau
3) melengkapi data daring (online) pada sistem informasi
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KETIGA . Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2020.

‘ KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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KEPAINA BADAN,

Pangkat Ffémlbma Utama Muda
NIP. 19680821 199103 1 010

Tembusan:

Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan,

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
Pertinggal.
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